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"Selalu berfikir positif, karena itu akan tetap menjaga ketenangan 

dalam diri”
"Sesungguhnya Orang yang berhasil adalah orang yang tidak mau 

menunda pekerjaan yang sedang dihadapi”
"Tidak lebih baik orang yang mempunyai kelebihan dengan mencari 
kekurangan pada diri orang lain melainkan mencari hal positif dalam 

diri itu lebih baik”
"ALLAH akan menjadikan kemudahan setelah kesukaran”

(QS. JLt-(7fia(aq: 7
"Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan ALLAH SWT”
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• Almamaterku
• Adik-adik Tingkat
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi 

intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap 

keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu 

Negara, baik dari segi aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir - akhir ini, 

menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat 

termasuk kejahatan pencucian uang. Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi telah 

memberikan keuntungan bagi para penjahat tingkat dunia, yaitu dengan 

memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas1.

Misalnya dapat kita lihat dengan adanya mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang

dapat mentransferkan sejumlah uang kepada siapa pun dan dimana pun berada.

Perkembangan ini menimbulkan berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak

langsung terhadap kepentingan nasional.

Money Laundering yang merupakan kejahatan terorganisasi, pada dasarnya 

termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang 

menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional maupun eksternal

Arief Amrullah, Money Laundering Kejahatan Pencucian Uang, Jember 2003, hlm 13

1
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internasional2. Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari Prof. Dr. M. Giovanoli 

dan Mr. J. Koers masing-masing menulis 3sebagai berikut :

1. Money Laundering merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka 

aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga 

aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal).

2. Money Laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan

ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang

tersebut.

Kekhawatiran masih dapat terjadinya kejahatan ekonomi dibidang perbankan

karena bank sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan 

menutupi asal uang yang dimiliki, sebagaimana disebutkan Arief Amrullah4, bahwa

dalam konteks kajahatan ekonomi dibidang perbankan meliputi :

(1) bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, contohnya adalah kejahatan 

pencucian uang (money Laundering);

(2) bank sebgai sasaran untuk melakukan kejahatan, berarti bank dijadikan objek 

kejahatan; dan

(3) bank sebagai pelaku kejahatan adalah bank sebagai korporasi melakukan 

kejahatan di bidang perbankan.

Ibid, hlm., 13
Bambang Setijoprodjo, money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal
Hukum Bisnis, Volume 3, 1998, hlm. 5.
Ibid, hlm., 62
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Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2003 Perubahan atas UU No. 15 

Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang maka Indonesia telah 

mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana. 

Kriminalisasi ini dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang 

yang dapat dipidana. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang dimana 

perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana5.

Selain itu pemerintah juga membuat suatu lembaga independen Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang sebagaimana tercantum dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang

No. 23 Tahun 2003 Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Pasal 18. Terlepas dari

kemampuan aparat di dalam negeri untuk menyeret pelaku kejahatan pencucian uang, 

dengan adanya UU TPPU, transaksi perbankan akan mulai diawasi oleh Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK sebagai lembaga 

independen akan mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi 

informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan, uang.

Sampai dengan akhir tahun 2006, dari 433 hasil analisa PPATK 

disampaikan kepada penyidik, kasus terbanyak berasal dari korupsi / penggelapan 

(178), penipuan (157), Kejahatan Perbankan (27), Pemalsuan Dokumen (19), Teroris 

(5), Penggelapan Pajak (4), Perjudian (3), Penyuapan (7), Narkotika (3), Pornografi

yang

Ibid., hlm 39-40
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Anak (1), Pemalsuan Uang Rupiah (4) Pencurian (1), Pembalakan Liar (4), Tidak 

teridentifikasi/dll (20) kasus6.

Jumlah laporan PJK kepada PPATK menunjukkan peningkatan yang cukup 

(Tabel I). Selain itu, dari jumlah PJK yang melapor juga mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun7.

pesat

Rincian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Jumlah PJK 
Pelapor

Rata-rata 
jumlah LKTM 

perbulan

Jumlah LKTMPeriode

1142001
19101242002

51232802003

71708382004

1331712.0552005

1613.482 2902006
6.793Total

Sumber : Laporan Tahunan PPATK tahun 2006

Meski demikian dari keseluruhan PJK yang ada yaitu sebanyak 4.256 PJK,

jumlah PJK pelapor masih relatif sedikit yaitu hanya 161 PJK atau 3,78 %. Hal ini

antara lain disebabkan belum terdapatnya indikasi transaksi keuangan mencurigakan 

yang wajib dilaporkan oleh PJK yang bersangkutan, atau masih rendahnya 

kemampuan PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Untuk

j

6 Yunus Huscin, Pertanggung Jawaban PPATK, 
http://www/pnatk/go/id. diakses tanggal 1 November 2008. 
Ibid.

Jakarta, 25 Januari 2007,
7

http://www/pnatk/go/id
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hal tersebut dan sehubungan dengan kewenangan PPATK untuk melakukan audit 

kepatuhan PJK terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

UU TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf c, maka sejak tahun 2004 

PPATK telah melakukan audit kepatuhan terhadap 99 PJK dan dari laporan sebanyak 

itu Ramlan, staf PPATK, mengemukakan yang telah diputus oleh penegak hukum 

sekitar 11 kasus tindak pidana pencucian uang, yang sebagian besar terjadi di Jakarta,
O

Kebumen, Bandar Lampung dan Bandung .

Namun dalam penegakan hukum anti kejahatan pencucian uang paling tidak 

ada dua masalah besar yaitu tentang kerahasiaan bank dan masalah pembuktian.

di mana nasabah atau konsumen mempunyai right t o privacy yang mendapat

perlindungan dari hukum tentang kerahasiaan bank . Kepentingan penegakan hukum

untuk mendapatkan akses pada bukti-bukti yang sangat penting disatu sisi terhambat

oleh adanya perlindungan hak individu seseorang yang seharusnya sangat dilindungi, 

disisi lain catatan tentang cek, penggunaan kartu kredit, kebiasaan belanja merupakan 

gambaran kegiatan atau dinamika keuangan sesorang merupakan informasi yang 

sangat penting bagi penegakan hukum dalam melakukan investigasi 9.Sedangkan 

masalah pembuktian pencucian uang menjadi sulit apabila terdakwa semakin hebat 

dalam menyembunyikan hasil kejahatannya yang didukung pula dengan kemajuan 

teknologi transaksi keuangan dimana hampir setiap negara telah menerapkan Wire

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Laporan Tahunan PPATK 2006, Jakarta 2007, 
9 http://www.ppatk.go.id/pd f/laporan tahunan 2006.pdf.. diakses tangggal 1 November 2008 

DR. AM. Mujahidin, MH, Kriminalisasi Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya 
http://www.badilag.net, diakses tanggal 1 November 2008

http://www.ppatk.go.id/pd
http://www.badilag.net
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Transfer System secara internal antar bank dan lembaga keuangan sehingga 

pemindahan dana illegal tidak dapat mudah dilacak oleh jangkauan hukum10.

Menurut Sajtipto Raharjo, hukum itu diam, hukum itu memuat janji-janji, 

hukum itu mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. Hanya melalui 

penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau 

dikonkritkan. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang 

dimaksud disini adalah pikiran pembuat undang-undang yang „dirumuskan dalam 

peraturan hukum itu.11

Penerapan hukum pidana beserta beserta sanksinya terhadap perkara-perkara

pencucian uang bukan tidak mungkin masih menemukan banyak hambatan dalam

penegakan Undang-undang Pencucian Uang. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi bekerjanya hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut 

adalah :i2

1- Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini adalah Undang-Undang 

Pencucian Uang;

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan 

hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

10 lbid
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologi, Sinar Baru 
Bandung, Tanpa tahun, hlm 24
Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Rajawali Press 
Jakarta. 1983. Hal.2.
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan

diterapkan;

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengkajinya secara ilmiah dalam

bentuk Skripsi yang berjudul PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG (MONEY LA UNDERING) DENGAN HUKUM PIDANA.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang di

bahas dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang ?

2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak

pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang.

2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan terhadap tindak pidana 

uang di Indonesia.

pencucian
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3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan 

hukum tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran dan menambah wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana

pencucian uang.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan kontribusi yang berharga

bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan bagi para

pihak yang bersangkutan seperti para regulator dan penyedia jasa keuangan

dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang (money laundering).

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang 

lingkup penelitiannya lebih di titik beratkan pada penanggulangan tindak pidana 

pencucian uang {money laundering) dengan hukum pidana.
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F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didukung 

pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data 

sekunder sebagai bahan kajin berupa literatur dan undang -undang tindak 

pidana pencucian uang yang didukung data primer sebagai bahan atau data 

yang dianalisis dalam penelitian ini berupa data-data mengenai apa yang 

terjadi dilapangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

sekunder, dimana data primer adalah semua data atau informasi yang

berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang peneliti dapatkan secara

langsung melalui studi lapangan yang mendukung data sekunder, dimana

data sekunder tersebut adalah :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa 

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan yang erat 

hubungannya dengan undang-undang tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan bahan hukum primer, dalam membantu

V
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menganalisa dan memahami hukum primer. Bahan hukum sekunder, 

merupakan penunjang yang sangat penting bagi hukum primer, seperti 

pendapat dan karya tulisan para ahli hukum, 

c. Bahan Hukum Tertier merupakan kumpulan berita, majalah dan 

website, serta kamus yang digunakan untuk memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi Penelitian.

Dalam menyusun penelitian ini penulis mengadakan penelitian yang

dilakukan di Kejaksaan, Kepolisian Kota Besar, Bank Indonesia, dan Bank

Pemerintah, yang ada di kota Palembang.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang 

berwenang terhadap tindak pidana pencucian uang. Tehnik yang 

digunakan dalam melakukan penentuan informan (wawancara) dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling13 yaitu memilih sampel 

berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang 

dipilih dianggap mewakili ciri-ciri atau karakter populasi. Dimana dalam 

hal ini penentuan informan didasarkan pada pertimbangan atas

Bahder Djohan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju Jambi 2008 
hlm., 159.
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kemampuan pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatan 

informan sehingga dapat mengetahui atau menguasai permasalahan yang

akan dibahas, yaitu:

: 2 orang1. Penyidik

: 2 orang2. Jaksa

3. Pejabat Bank Indonesia : 1 orang

: 1 orang4. Pejabat Bank Mandiri

b. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri

dari, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-

Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-

undang No. 8 Tahun 1981 tenatng KUHAP.

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum, hasil-

hasil penelitian dan literatur-literatur.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data sekunder 

seperti kasus-kasus, kamus.



12

H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

tehnik “deskriptif kualitatif’14, yaitu bentuk analisis data yang pada awalnya panjang 

lebar kemudian menjadi data yang ringkas dan sistematis dimana data yang didapat

memberikan gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukan. Data

sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis secara

kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian

diuraiakan secara sistematis utnuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.

Hasil dari penganalisisan permasalahan dituang dalam bentuk penjelasan-penjelasan.

kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas IndQneSip-Prfess, Jakarta 19?6 ?

W
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